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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsii yangi berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 

Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip 

Good Governance” inii bertujuani untuki mengetahuii pelaksanaan peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2015, dan untuki mengetahuii kendala-kendalai pelaksanaan 

peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dalami rangkai mewujudkani Kabupaten 

Kudus yang agamis berdasarkan prinsip good governance.  

Metodei pendekatani yangi digunakani dalami penelitiani ini adalahi yuridis 

sosiologis. Dalami hali tekniki pengumpulani datai penulisi menggunakani data 

primeri dani datai sekunder. Setelahi datai diperolehi makai disusuni secara 

sistematis, kemudiani dianalisai sehinggai memperolehi kejelasani darii permasalahan 

yangi dibahas. Selanjutnya, disusuni sebagaii skripsii yangi bersifati ilmiah. 

Hasili penelitiani yangi diperolehi adalahi bahwai pelaksanaani Peraturan 

Daerahi Nomori 10 Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus yang 

agamis berdasarkan prinsip good governance bahwa Peraturani Daerahi Nomori 10 

Tahuni 2015 Kabupaten Kudus Tentangi Usahai Hiburani Diskotik,  Kelabi Malam, 

PUB, dan Penataani Hiburani Karaoke syarat dengan tindakan diskriminatif, 

mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus merupakan orang yang 

beragama islam, selain itu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten 

Kudus tidak terdapat prinsip kesetaraan dan partisipasi. Kesetaraan yang dimaksud 

adalah persamaan hak-hak yang dimiliki individu untuki memperolehi penghidupan 

yangi layaki dani haki untuki bekerjai sesuai bidang masing masing. Partisipasi yang 

dimaksud adalah tanpa melibatkan pengusaha karaoke demi tujuan pelaksanaan 

prinsip good governance. 

Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturani Daerah Nomori 

10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus 

yang good governance terdapat pada pemerintah, penegakan hukum dan budaya 

masyarakati Kabupateni Kudus.  

 

 

Kata Kunci : Good Governance, Hiburan Karaoke. 
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